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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola
kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi
pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga
dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau
wadah orang yang mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang mengurus
masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintahan
dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi
kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan
negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-
badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan
yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan
rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai
Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga
meliputi tugas- tugas lainnya temasuk legislatif dan yudikatif.

Kinerja pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran
ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan
strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan



yang ditetapkan. Kinerja pemerintah sebagai hasil yang dicapai oleh
kegiatan dan program pemerintah dalam kuantitas dan kualitas terukur
dengan memperhatikan penggunaan anggaran (PP No. 8 Tahun 2006).

Kinerja dari lembaga pemerintahan di Indonesia terus dipertanyakan
oleh masyarakat karena ada berbagai harapan yang menjadi pengharapan
dari masyarakat kepada pemerintah terlebih para generasi muda yang
belum dapat merasakan manfaatnya kinerja yang dilakukan oleh aparat
pemerintahan, apalagi dengan adanya otonomisasi daerah yang
memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih memberdayakan dan
memandirikan masyarakat.

Dalam hal ini generasi muda sebagai harapan bangsa sebagai tulang
pungung masa depan yang ada tentunya mengharapkan peningkatan
kesejahteraan lewat pemberdayaan yang ada, dan kepemimpinan
pemerintah pada semua tingkat pemerintahan mempunyai posisi yang
strategis dalam usaha mewujudkan tujuan pemerintahan negara sesuai
dengan cita-cita bangsa.

Berhubungan dengan itu, diharapkan pemerintah di semua tingkat
baik yang ada di pusat maupun di daerah yang tentunya lebih dekat
dengan aspek kebutuhan dan harapan kehidupan masyarakat terlebih pada
generasi muda, menyadari posisinya tersebut dan berusaha sekuat mungkin
untuk menggerakan dan membimbing bangsa Indonesia mewujudkan cita-

citanya melalui pembangunan.



Peran utama pemerintah dalam melakukan fungsi salah satunya
adalah dalam menyelenggarakan pelayanan umum sebagai bentuk wujud
dari tugas yang bersifat umum, pemerintah bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat sendiri. Birokraksi adalah instrumen pemerintah
demi mewujudkan pelayanan yang efesien, efektif, berkeadilan, transparan
dan tepat sasaran, hal ini bermaksud bahwa untuk mampu melaksanakan
sebuah fungsi pemerintahan dengan secara baik, maka organisasi birokrasi
harus bersikap profesional, tanggap, aspiratif terhadap tentunan yang
dilayani tersebut.

Pemerintah diharapkan agar terus meningkatkan kesejahteraan
melalui pemberdayaan untuk dapat mencapai suatu tujuan negara.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memperhatikan aspek kebutuhan dan
harapan hidup generasi muda. Pemerintah harus memobilisasi rakyat
Indonesia dan berusaha membimbing mereka menuju tujuan mereka
melalui pembangunan negara.

Hakekat pembangunan nasional adalah membangun nasional itu
meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial budaya, hukum
dan lain sebagainya. Berbicara mengenai generasi rnuda berarti berbicara
mengenai masa depan bangsa, sebagaimana corak dan wujud bangsa
dimasa yang akan datang, dalarn hal ini tergantung pada kondisi dan
kualitas kepribadian serta semangat jung generasi muda itu sendiri namun
dibalik itu, generasi muda diperhadapkan dengan berbagai macam

kesulitan seperti kesempatan memperoleh pendidikan dan lapangan



pekerjaan sehingga muncul bebagai macam sebuah persoalan dan frustasi
serta kekecewaan generasi muda karena keinginan mereka tidak sejalan
dengan kenyataan terjadi.

Dispora merupakan singkatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang
artinya satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang kepemudaan
dan olahraga di suatu daearah-daerah. Dinas Pemuda dan Olaharaga dalam
menyusun serta menyiapkan rencana yang strategis, sekteriat dinas dan
bidang-bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi
terkait, demi mengarahkan dan membuat sebuah petunjuk pelaksanaan
teknis di bidang pemuda dan olahraga dan tugas alain yang diserahkan
kepada walikota, dan serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugag-tugasnya dalam lingkup pemuda dan olahraga
dengan cara laporan secara berkala. Dalam hal olahraga, semua hal akan di
jalankan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.

Berdasarakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang
Kepemudaan Pasal 24 berbunyi bahwa:

1. Pemberdayaan Pemuda dapat dilaksanakan secara terencana,
sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatan pontensi dan
kualitas jasmani serta mental, spiritual, pengetahuan dan kemudian
keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi
Pendukung oleh (PEMDA) Pemerintah Daerah, masyarakat dan

organisasi kepemudaan.



Dengan melihat masalah yang timbul dalam kehidupan
pengembangan generasi muda, dibutuhkan peran pemerintah untuk
memperoleh kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional
dengan memberikan bekal ketrampilan, kepemimpinan daya Kkreasi,
patriotisme serta idealisme dan budi pekerti yang luhur. Untuk mencapai
tujuan tersebut sangat diperlukan kinerja pemerintah deaerah dalam hal ini
dinas Pemuda dan Olahraga, serta semua lapisan masyarakat terutama
generasi muda yang perlu dipersiapkan sebaik-baiknya untuk menerima
tongkat estafet agar dapat melanjutkan perjuangan bangsa dan mampu
menghadapi tantangan dan menjawab tantangan dimasa yang akan datang.

Sebagai generasi penerus, pemuda terutama pelajar dan mahasiswa
harus tangguh menghadapi tantangan yang akan datang demi tercapainya
tujuan dan cita-cita bangsa dan negara dalam satu gerak langkah yang
terarah terpadu dan berkesinambungan maka generasi muda perlu
dipersiapakan secara matang dan usaha persiapan itu melalui program
pembinaan generasi muda. Suatu pembangunan sangat membutuhkan
generasi muda yang potensial, produktif, kreatif, serta mempunyai
inspiratif yang konstruktif.

Potensi partisipasi yang dimiliki masyarakat tidaklah timbul begitu
saja, tetapi memerlukan usaha-usaha untuk menggerakkannya.
Pemberdayaan kepemudaan harus dilakukan dan difasilitasi oleh
pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan,

Kepala Daerah yang dalam hal ini Dinas pemuda dan olahraga sebagai



organisasi tekhnis dituntut kemampuan dan keterampilan yang memadai,
disertai dengan penerapan undang-undang yang dapat membangkitkan
kesadaran dan bakat generasi muda dalam rangka pembangunan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan, maka
dibutuhkan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disadari
bahwa perwujudan tegaknya demokrasi Pancasila bukan hanya tanggung
jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan
masyarakat Indonesia, baik individu maupun kelompok - kelompok dalam
masyarakat, termasuk juga dalamnya generasi muda. Peranan generasi
muda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena
pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar tetapi yang paling penting
adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan
akan dapat kehilangan arah.

Partisipasi generasi muda dalam pembangunan harus sejalan dengan
cita-cita nasional, diharapkan generasi muda untuk mengambil bagian
secara efektif mempelopori usaha-usaha masyarakat pancasila dikalangan
generasi muda itu sendiri. Pada prinsipnya peranan dari generasi muda
merupakan rangkaian usaha meningkatkan dan menetapkan kesadaran
kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945.

Dinas Pemuda dan olahraga Kota Tanjungpinang mempunyai tugas
sebuah tangggung jawab sebagai salah satu tugasnya mencari serta
membina dalam menghadapi atau perlombaan yang dilaksanakan pada

tingkatan provinsi Kepulauan Riau. Dalam tujuan peningkatan prestasi



olahraga, kegiatan ini perlu terus dilaksanakan pembinaan olahraga sendiri
mungkin melalui seleksi pencarian dan pemanduan sebuah bakat yang
terpadan dalam pontensi atlet tersebut, pembibitan, maupun pendidikan
dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada sebuah ilmu
pengetahuan dan teknologi pendukung secara efektif dan efisien serta
peningkatan kualitas organisasi olahraga di Kota Tanjungpinang.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang berbunyi bahwa:

a. Menyiapkan sebuah perumusan Kkebijakan fasilitas di bidang
pengelohaan olahraga pendidikan dan pembinaan.

b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pengelolahan olahraga pendidikan dan pembinaan.

c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan ktrateria di
dalam bidang pengelolahan olahraga pendidikan dan pembinaan.

d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis serta supervisi di bidang
pengelolahan olahraga pendidikan dan pembinaan.

e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolahan olahraga pendidikan
dan pembinaan.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.



Olahraga tidak hanya bertujuan memelihara kesehatan saja, tetapi
kegiatan dengan cara berolahraga juga kegiatan yang dapat menghibur,
serta menyenangkan, bahkan bisa juga untuk meningkatkan sebuah
prestasi. Melakukan sebuah olaraga dapat memberikan kesempatan yang
sangat efektif serta baik demi menyalurkan tenaga dengan jalan yang baik
serta menuju kebahagiaan yang selaras, serasi, dan seimbang.

Dalam suatu pemberdayaan pada bidang olahraga, ditangani oleh
DISPORA yang dimana dapat membuat suatu keputusan dengan suatu
kebijakan pembinaan dan Pemberdayaan Atlet yang pada akhrinya
mempunyai  fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan demi membina dan
menyiapkan sumber daya pendukung sehingga tercapainya tujuan
masyarakat, dengan melalui sebuah tahapan atau pun proses dengan cara
pembinaan seperti metode pelatihan yang telah ditentukan dan di tetapkan
sebelum persiapannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu atlet dapat
disimpulkan bahwa pemerintah Kota Tanjungpinang harus memperhatikan
para Atletnya agar kedepanya tetap berkarya serta berpontensi demi
mengharum Daerah serta selalu memperhatikan sarana dan prasana
pendukung kepada para atlet-atlet daerah ini, dan membinaan para atlet-
atlet yang berbakat dan berpotensi demi mengembangkan bakat sejak dini
mungkin. Karena banyak pemuda yang menyimpan bakatnya, dan itu
harus di kembangkan melalui Pembinaan dan bimbingan oleh Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang.



1.2.

DISPORA Kota Tanjungpinang berusaha mencari bibit-bibit Atlet
yang berbakat dan berpotensi, kemudian Pembinaan Atlet yang di lakukan
secara latihan rutin demi untuk meningkatkan pada kebugaran Atlet
sehingga kemampuan atlet tersebut di harapkan dapat mengaharumkan
nama daerahnya, dan dapat meningkatkan Prestasi Atlet untuk kedepanya
untuk mendapatkan atlet yang berprestasi dan berpontesi maka pemerintah
daerah dan ikut sertaan DISPORA dengan tujuan melakukan sebuah
pembinaan atlet dengan mencari bibit-bibit unggul yang berpontensi dan
kemudian akan melakukan pemberdayaan dengan melakukan tahapan
pengembangan dan pembinaan Atlet merupakan cara membuat sebuah
sistem keolahragaan yang saling terkait serta teranca dan berkelanjutan.

Dari permasalahan yang terjadi yang ada di Kota Tanjungpinang
penulis tertarik untuk melihat dan mengkaji tentang “Kinerja Dinas
Pemuda dan Olahraga Dalam Pemberdayaan Generasi Muda di Kota

Tanjungpinang”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang dilakukan oleh penulis dengan sudah
menemukan latar belakang masalah. Maka penulis selanjutnya
merumuskan sebuah masalah yang diantaranya sebagai berikut.
1. Bagaimana kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) dalam
pemberdayaan generasi muda di Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana kendala yang di hadapi Dinas Pemuda dan Olahraga

(DISPORA) terhadap pembinaan Atlet di Kota Tanjungpinang?
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3. Apa upaya yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA)

dalam melakukan Pembinaan Para Atlet di Kota Tanjungpinang?

1.3.  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan masalah yang harus di kemukan oleh penulis, setelah
latar belakang masalah maupun rumusan masalah, penulis pun harus
menentukan tujuan masalah agar permasalah itu benar dan jelas, tujuan
masalah yang dipaparkan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga
(DISPORA) dalam pemberdayaan generasi muda di Kota
Tanjungpinang?

2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang di hadapi Dinas Pemuda
dan Olahraga (DISPORA) terhadap pembinaan Atlet di Kota
Tanjungpinang?

3. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan Dinas Pemuda dan
Olahraga (DISPORA) dalam melakukan Pembinaan Para Atlet di

Kota Tanjungpinang?

1.4.  Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis
Penulis meyakini bahwa nantinya ujian ini akan menjadi bahan
kajian dan sebagai komitmen terhadap gagasan logis untuk melengkapi
pemikiran yang memiliki arah perbaikan bagi ilmu pemerintahan.

Selain itu, penulis juga percaya bahwa hal tersebut cenderung



1.4.2.
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digunakan sebagai sumber bahan perspektif bagi para ahli pendamping

yang menganalisis objek-objek yang kajian yang berbeda.

Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga dalam
Pemberdayaan Generasi Muda di Kota Tanjungpinang.

b. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman baru
untuk mengetahui tentang Kinerja Dispora dalam Pemberdayaan
Generasi Muda di Kota Tanjungpinang.

c. Bagi Universitas Maritim Raja Ali Haji khususnya jurusan limu
Pemerintahan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

bahan literatur untuk penelitian selanjutnya.



